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ABSTRAK

Tujuan dari negara hukum adalah menciptakan keadilan. Menurut teori etis, hukum semata-mata
bertujuan keadilan. Sebagai contoh adalah dalam Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 dengan menerapkan
asas in dubio pro reo yang mana hakim tidak memperoleh keyakinan sehingga terdakwa tidaklah
bersalah. Dimana dalam kasus ini terdakwa yang bernama (ket kan) dinyatakan bersalah pada putusan
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi akan tetapi pada putusan kasasi di mahkamah agung dia di
putus bebas, lalu dalam putusan mahamah agung yang lain yaitu pada Putusan Nomor 2175K//Pid/2007
hakimpun menerapkan asas menerapkan asas in dubio pro reo yang mana hakim tidak memperoleh
keyakinan sehingga dalam perkara pidana tersebut terdakwa tidaklah bersalah. Berdasarkan fakta
tersebut, maka penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan asas in dubio pro reo
didalam pembuktian sehingga mempengaruhi putusan hakim dan meninjau bagaimana urgensi asas in
dubio pro reo dalam hukum acara pidana Indonesia.

Kata Kunci: Asas In Dubio Pro Reo, Putusan Hakim, dan Pembuktian
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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Indonesia  sebagai negara hukum  menetapkan  Pancasila  schagai
falsafah dan acuan bagi seluruh perilaku bermegara. Negara hukum yang
dijadikan acuan adalah negara hukum berdasarkan pengakuan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal itu mengacu pada negara hukum dan
demokrasi demokrasi berbasis hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD 1945). Oleh karena itu, sebagal negara hukum, Indonesia
berkomitmen untuk melindungi warga negaranya dengan melindungi
segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yvang sesuai dengan
keadilan sosial. Sesuai dengan tujuan negara hukum, Indonesia berusaha
memperhatikan keadaan masyarakatnya untuk mewujudkan perdamaian,
tetapi di sisi lain bukan tentang pelaksanaan tujuan negara. Karena ada
banyak aktor, mereka tidak bertanggung jawab. melakukan pelanggaran
hukum, termasuk melakukan tindak pidana kekerasan. Hal ini bertentangan
dengan konsep negara hukum, yaitu peran negara untuk mengintervensi
masyarakat dalam batas-batas hukum. Ada dua konsep yvang berkembang
selama ini dari negara hukum, yaitu:

1. Benua Eropa; dan

2. Anglo-Saxon.

Sejalan dengan pendekatan Eropa kontinental, di mana pemisahan
kekuasaan berlabuh sebagai elemen esensial, maka kepastian hukum akan
menjadi sentral. Karena hukum harus menjadi instrumen untuk menetapkan
batas-batas yang nyata dan jelas bagi badan hukum, Oleh karena itu, asas
kepastian hukum secara tegas menyatakan bahwa dapat menjamin derajat

legalitas yang tinggi dalam penyelenggaraan negara hukum, melindungi



subjek  hukum rakyat dari kesewenang-wenangan, penyalahgunaan
kekuasaan dan tindakan tidak adil penguasa, Oleh karena itu, asas kepastian
hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum harus diterapkan secara

benar,

Pada hakekatnya, tugas hukum pidana adalah untuk menjamin
keadilan dan mencegah orang menjadi korban kejahatan. Menurut Profesor
Simons, hukum pidana atau hukum pidana dalam bahasa Belanda terbagi
menjadi hukum pidana dalam arti subjektif dan objektif. Hukum pidana
objeknf saat im adalah hukum pidana atau hukum positif saat imi. Hukum
positif Indonesia berarti aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia

dalam masyarakat.'

Keberadaan KUHAP di Indonesia merupakan ekspresi dari tuntutan
pidana di Indonesia, dan memberikan dasar hukum untuk menciptakan
kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan proses pidana di depan
pengadilan. Hukum pidana formil dalam pelaksanaan dan penegakan hukum
pidana substantif di Indonesia diatur dengan UU No. Hukum Acara Pidana
No. ¥ Tahun 19¥1. Keberadaan hukum acara pidana dapat dilihat sebagai
dasar untuk menjalankan sistem peradilan pidana vang berfungsi dengan

baik yvang mengutamakan hak asasi manusia.*

Menurut Yahya Harahap KUHAP menempatkan tersangka atau
terdakwa pada kedudukan sebagai entitas dan harkat dan martabatnya
sebagai manusia untuk diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan
yang luhur, yang berarti dengan dikeluarkannya KUHAP. Acara Pidana
melihat perlindungan martabat manusia vang diberikan Tuhan kepada

tersangka dan terdakwa. Kemahakuasaan itu berupa hak asasi manusia.

! Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, etal. Pengantar Bmn Hulaon, (Bandung: PT Alumni,
2009), hlm. 72.

? Yesmil Awwar dan Adang, Sistem  Peradilan  Pidawa  (Konsep, Romponen dan
Pelaksanaanmva Dalam Penegakkan Hukwm df Indonesia), (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),
hlm. 64,



Seseorang dapat dipidana, hal ini harus ditunjukkan dengan bukti-bukti
yang cukup dan mendukung untuk membuktikan bersalah atau tidak
bersalahnya seorang terdakwa dengan melalui  proses pemeriksaan
praperadilan. Bukti diperlukan untuk menetapkan apakah terdakwa telah
melakukan kejahatan vang dituduhkan kepadanya. Penarikan barang bukti
merupakan tahap vang paling penting dalam proses pidana, karena dalam
tahap pembuktian inilah ditentukan benar atau tidaknya tersangka

melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum,

Dalam hal im, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
menetapkan bahwa tersangka harus dinvatakan bersalah dan  dilhokum.
Upaya pengumpulan bukti di Indonesia dianggap sebagai fase dari

Integrated Criminal Justice System (1CJS).}

KUHAP Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan
teori pembuktian 184 (Teori Negatit’ Bukti) dalam Pasal 183 KUHAP, yang
menyatakan:

“Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada orang yang
tidak mempunyai sekurang-kurangnya dua bukti yang sah bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh
terdakwa.”

Menurut Wirjono Projodikoro, ditemukan hal-hal sebagai berikut:*

“Tes negatif ini memiliki dua keuntungan. Pertama, sudah
sepantasnya scorang hakim memutuskan sescorang bersalah.
Kedua, akan sangat membantu jika ada aturan yang mewajibkan
hakim untuk menyatakan keyakinannya, sehingga ada beberapa
standar yang harus dipatuhi hakim saat membuat penilaian.”

Pasal 183 KUHAP mewujudkan asas hukum “in dubio pro reo” (bila
ada keragu-raguan, putuskan untuk kepentingan terdakwa). Oleh karena itu,

sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, dalam menjatuhkan putusan pidana,

} Taufik Rachman, “Penjebalan Dolam Perspelril’ Hubwm Pidang, Indonesia™, (Jurnal
Yuridika, 2006), hlm. 192,
1 Andi Hamzah, Eamus Mk (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986) hlm. 253,



hakim harus memenuhi syarat adanya dua alat bukti vang sah dan memvonis
terdakwa meskipun ada dua alat bukti., Keragu-raguan saja sudah cukup
menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengizinkan uji coba gratis. Asas “in
dubio pro reo” juga terkait dengan asas “tidak ada kejahatan tanpa
kesalahan®, karena setiap kejahatan memerlukan unsur kesalahan agar

kejahatan itu dapat dipidana,

Berdasarkan pasal 197 KUHAP huruf D yang berbunyi pertimbangan
yang disusun secara ringkas mengenai fakta (Judexr Fuactie) dan keadaan
beserta alat secara yuridis formal, penilaian fakta-fakta (Judex Factie) dan
masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak termasuk
wewenang Mahkamah Agung, melainkan wewenang Pengadilan Negen
(PN) atau Pengadilan Tinggi (PT). Sedangkan Mahkamah agung
berkedudukan sebagai judex yuris berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan
bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau

penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum vang berlaku;

c. lalai memenuhi svarat-syarat vang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan. pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di

sidang vang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

Menurut Moetar Kusumaatmadja, hukum adalah seperangkat asas dan
aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, termasuk lembaga dan
proses pelaksanaan hukum itu. Badan vang dimaksud dalam kalimat ini
adalah badan peradilan atau badan peradilan, Lembaga ini bertugas
melaksanakan peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal | ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang menyatakan:



1.2:

“Peradilan adalah kekuasaan negara wyang merdeka untuk
menerapkan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
melaksanakan negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia,”

Tujuan negara hukum adalah penyelenggaraan keadilan. Menurut teori
moral, hukum hanya bertujuan pada keadilan. Contohnya adalah Keputusan
No. 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menerapkan asas “in dubio pro reo” dimana
hakim tidak menerima pidana, sehingga terdakwa tidak bersalah. Sementara
dalam kasus imi, terdakwa (Kate Kahn) divonis bersalah dalam putusan
pengadilan dan peradilan, namun dinyatakan tidak bersalah dalam putusan
kasasi Mahkamah Agung, dan kemudian divonis oleh putusan Mahkamah
Agung lainnya, vaitu Putusan Nomor 2175 K/Pid/2007. Tahun 2007,
pengadilan juga menerapkan asas permohonan “in dubio pro reo”, dimana
pengadilan tidak mengeluarkan putusan, sehingga tersangka tidak bersalah
dalam perkara pidana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis lebih
mendetail tentang fakta-fakta tersebut dalam tulisan-tulisan berjudul hukum
“ANALISIS PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO DALAM
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN
PEMBUKTIAN",

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. ada beberapa rumusan
pokok masalah, yaitu:
1. Bagaimana penerapan asas “in dubio pro reo” dalam pengambilan bukti

mempengaruhi suatu putusan hakim?

2. Seberapa penting asas “in dubio pro reo” dalam KUHAP?



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk
mencapai tujuan menjawab  permasalahan  vang teridentifikasi dalam

rumusan masalah, yaitu:

1. Mempelajari dan mengetahui bagaimana menggunakan asas “in dubio pro

reo” sebagai alat bukti untuk mempengaruhi putusan hakim; Dan

[

Pemeriksaan dan penetapan urgensi asas “in dubio pro reo™ dalam proses

pidana di Indonesia.
1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
kemajuan ilmu pengetahuan khususnya mengenai in dubio pro reo di
Indonesia.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada
masyarakat tentang penerapan asas in dubio pro reo dalam putusan
hakim sebagai alat bukti.
1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
normatif hukum, artinya bentuk wariabel penelitian dan sumber data yang
akan diteliti telah dianalisis menurut kaidah atau norma yang ditetapkan oleh
hukum positivis. Metode hukum normatif adalah penelitian melalui kajian
literatur berupa peraturan perundang-undangan dan literatur tentang topik
penelitian. Dalam kajian ini, hukum positit dibahas dalam  konteks
penerapan asas in dubio pro reo dalam putusan pembuktian oleh pengadilan,

Oleh karena itu, dikembangkan pendekatan teoretis terhadap asas-asas



hukum, vyaitu. Prinsip kesetaraan dan interpretasi dipertanyakan, bahkan

dalam proses pidana.
1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data vang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi hiteratur untuk pengumpulan data. Hal imi dikarenakan data
yang relevan merupakan data sekunder dalam penelitian ini, sehingga
penelitian  kepustakaan merupakan metode yang  tepat. Penulis  akan
mengumpulkan dan mengkaji berbagai data sekunder sebagai bagian dari

penelitian ini.
1.5.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dan peraturan dalam bahan
pustaka, dan peraturan yvang diperoleh kemudian dikorelasikan dengan fakta
hukum yang relevan dengan literatur tertentu. Bahan pustaka adalah:

a. Bahan hukum primer
Pasal hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan hukum
positif yang relevan dengan penelitian ini, vaitu:
1) Keempat: perubahan UUD Negara Republik Indonesia;
2) UU no. (48) tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
3) Hukum pidana. DAN
4) Kode prosedur Pidana.
b. Bahan hukum sekunder
Subjek  hukum sekunder adalah subjek hukum yang
memungkinkan pengembangan lebih lanjut dari subjek hukum primer.
Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku dan
dokumen lain vang berkaitan dengan penelitian ini.
¢. Bahan hukum tersier
Badan hukum tersier adalah interpretasi dari bukan badan hukum

vang selanjutnya diperluas menjadi badan hukum primer dan sekunder.



Penulis penelitian ini akan menggunakan Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI). kamus hukum dan ensiklopedi lainnya.
1.6. Sistematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, metode penelitian dan metodologi penulisan.

BAB II: TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA, TINDAK
PIDANA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bab ini menjelaskan tentang uraian teori tentang hukum kontraktual, yang
terdiri dari pengertian, tujuan, fungsi, sumber dan asas hukum pidana,
pengertian pidana dan unsur-unsurnya, pengertian aborsi dan asas tidak ada
tindak pidana ada kelalaian.

BAB II: TINJAUAN TENTANG KONSEP PEMBUKTIAN DI
INDONESIA DAN PENERAPAN KONSEP IN DUBIO PRO REQ

Bab ini dengan jelas menjelaskan pentingnya pembuktian, baik dari segi

pembuktian maupun keseluruhan proses pembuktian,

BAB TV: ANALISIS ANALISIS PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO
REQ DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN DIKAITKAN
DENGAN PEMBUKTIAN

Bab ini menunjukkan penerapan in dubio pro reo dalam alat bukti untuk
mempengaruhi putusan hakim dan urgensi in dubio pro reo dalam proses
pidana di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari semua pembahasan dari analisis

pada bab-bab sebelumnya.
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